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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Penerapan dan penegakan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara 

benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena peraturan 

perundang-undangan masih banyak yang rancu dan saling tumpang tindih. 

Dan didalam KUHP belum mengenal kekerasan yang berbasis gender. Hal 

ini terlihat dari rumusan-rumusan pasal-pasal, misalnya: tidak satu pun pasal 

yang mengenal atau mengidentifikasikan kekerasan terhadap perempuan , 

pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan seksual dikatagorikan sebagai 

kejahatan kesusilaan.  

2. Hambatan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan yang 

berbasis gender adalah belum adanya peraturan khusus yang mengatur 

tentang kekerasan terhadap gender, penegak hukum masih menggunakan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah  Tangga. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga tidak diketahui 

oleh masyarakat umum sehingga masyarakat yang menjadi korban 

kekerasan tidak mengetahui bahwa kekerasan yang menimpa dirinya masuk 

dalam pelanggaran hukum. Untuk penerapan sanksi para penegak hukum 

belum bisa menindak secara langsung bagi pelaku kekerasan gender, karena 

para korban enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum. 
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B. Saran  

1. Perlunya melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang terkait     

dengan gender dan segera dibuat peraturan pemerintah yang terkait dengan 

penanganan kekerasan terhadap gender. 

2. Mendukung misi Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yaitu: 

a. Peningkatan kualitas hidup perempuan; 

b. Menyelenggarakan sosialisasi kesetaranan gender; 

c. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang 

 berbasis gender; 

d. Penegakan hak asasi manusia ( HAM) bagi perempuan. 
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